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P U T U S A N 

Nomor 146/Pid.B/2014/PN Mtr 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara-perkara pidana pada 

peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut: 

1. Nama lengkap  : HASAN JAYA; ------------------------------------------------------ 

Tempat lahir  : Mataram; ----------------------------------------------------------- 

Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 9 Juli 1960; ------------------------------------------ 

Jenis kelamin  : Laki-laki; ----------------------------------------------------------- 

Kebangsaan  : Indonesia; --------------------------------------------------------- 

Tempat tinggal  : Dusun Karang Bongkot, Desa Karang Bongkot, Kecamatan  

      Labuapi, Kabupaten Lombok Barat; ---------------------------- 

Agama   : Islam; --------------------------------------------------------------- 

Pekerjaan   : Swasta; ------------------------------------------------------------- 

2. Nama lengkap  : H. TOHRI; ---------------------------------------------------------- 

Tempat lahir  : Parampuan – Lombok Barat; ------------------------------------ 

Umur / tanggal lahir : 68 tahun / 11 Juni 1945; ---------------------------------------- 

Jenis kelamin  : Laki-laki; ----------------------------------------------------------- 

Kebangsaan  : Indonesia; ---------------------------------------------------------- 

Tempat tinggal  : Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot,Kec. Labuapi, Kab. 

      Lombok Barat; ----------------------------------------------------- 

Agama   : Islam; -------------------------------------------------------------- 

Pekerjaan   : Swasta; ------------------------------------------------------------- 

 

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :  

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan; --------------------------------------------------- 

2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 

2014; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 April 2014 sampai 

dengan tanggal 13 Mei 2014; -------------------------------------------------------------- 

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Mei 2014 

sampai dengan tanggal 12 Juli 2014; ---------------------------------------------------- 

 

 Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : untuk Terdakwa I 

didampingi oleh I Ketut Sumertha, S.H. dan Denny Nur’indra, S.H, berdasarkan surat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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kuasa khusus tanggal 22 April 2014, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Sumarta 

Singanulung, S.H., Lalu Hapiz, S.H., dan Saipul Masri, S.H., berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 15 April 2014;  -------------------------------------------------------------------- 

 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca: 

- Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 146/Pid.B/2014/PN Mtr. 

tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; ------------------------------- 

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2014/PN Mtr. tanggal 14 April 2014 

tentang penetapan hari sidang; --------------------------------------------------------------- 

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; ---------------------------------- 

   

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta 

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ------------- 

 

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut 

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa I HASAN JAYA dan terdakwa II H.TOHRI bersalah 

melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan bersama-sama”  

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) 

ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu ; ------------------------------- 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HASAN JAYA berupa pidana 

penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan                                                                          

terdakwa II H.TOHRI selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama para 

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah a gar pa ra terdakw a 

tetap ditahan ; ---------------------------------------------------------------------  

3. Menyatakan barang bukti berupa : 

- Kwitansi tgl 8-10 Oktober 2012, senilai : Rp.150.000.000,- di tandatangani 

oleh  HASAN JAYA ; ---------------------------------------------------------------------- 

- Kwitansi tgl 12 Oktober 2012, senilai : Rp.10.000.000,- yang ditandatangani 

oleh HASAN JAYA ; ----------------------------------------------------------------------- 

- Kwitansi tgl 17 Oktober 2012, senilai : Rp.15.000.000,- yang ditandatangani 

oleh  HASAN JAYA ; ---------------------------------------------------------------------- 

- Kwitansi tgl 23 Oktober 2012, senilai : Rp.25.000.000,- yang ditandatangani 

oleh  HASAN JAYA dan H.TOHRI ; ------------------------------------------------------ 

- Kwitansi tgl 5 Nopember 2012, senilai : Rp.75.000.000,- yang ditandatangani 

oleh HASAN JAYA dan H.TOHRI ; ----------------------------------------------------- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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- Kwitansi tgl, 20 Nopember 2012, senilai : Rp.10.000.000,- yang ditanda 

tangani oleh  HASAN JAYA dan H.TOHRI ; -------------------------------------------- 

-  1 Lembar surat pernyataan dari Inaq Mar kpd Made Oka, 4 Maret 2008 ; ------ 

- 4 lembar Berita Acara eksekusi Nomor : 3/PDT.G/2003/PN Mataram tanggal 

31 Agustus 2005 yang dimenangkan oleh I GEDE SUJANA ; ------------------------ 

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM. 

   -  Sertifikat hak milik No. 129 atas nama I GEDE SUJANA (foto copy-legalisir) ; --- 

   -  Surat kuasa menjual dari I GEDE SUJANA kepada AGUS MULYADI, 24 Maret 

2008 (foto copy-legalisir) ; --------------------------------------------------------------- 

Dikembalikan kepada : FIKRI SAID, SH. 

4.   Menetapkan  agar  para terdakwa, membayar  biaya  perkara  masing-masing 

sebesar  Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -------------------------------------- 

  

  Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I berpendapat bahwa Terdakwa I terbukti 

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun 

mengingat Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga, dan berjanji tidak 

akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Penasehat Hukum Terdakwa I mohon 

agar Terdakwa I dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;  -------------------------- 

- Bahwa berbeda halnya dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa II yang 

berpendapat bahwa Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana 

penipuan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, karena pada saat 

Terdakwa II menawarkan tanah kepada H Nur Asikin Amin, Terdakwa membawa 

sertifikat tanah dan bukti pendukung lainnya; ----------------------------------------- 

- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang tidak bisa baca tulis dan Terdakwa II 

hanya ikut menanda tangani kwitansi penerimaan uang sejumlah 

Rp110.000.000,00 namun Terdakwa II hanya menerima uang dari Terdakwa 

sejumlah Rp 60.000.000,00 ; -------------------------------------------------------------- 

- Bahwa setelah mengetahui tanah itu bermasalah, Terdakwa II bermaksud 

mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa I mau menerimanya dengan 

alasan ada tanah milik istri Terdakwa I yang akan dipakai sebagai 

penggantinya; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa II mohon agar 

Terdakwa II dibebaskan dari segala tuntutan hukum; --------------------------------- 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 
 

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan 

Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa pembelaan 

Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan karenanya Penuntut Umum tetap 

pada tuntutannya; --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap 

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya; --------- 

 

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ------------------------------- 

 

KESATU : 

 

 Bahwa mereka terdakwa I HASAN JAYA bersama-sama dengan terdakwa II H. 

TOHRI pada tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau 

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas 

Koperasi Propinsi NTB Jalan Airlangga Kota dan dirumah saksi Drs.H.NUR ASIKIN 

AMIN,SH.MBA.MM di jalan Majapahit No. 9 Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang 

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 

memakai nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang 

dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -------------------------------- 

  

 Pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada bulan September 2012, saksi 

MASNUN Alias SENUN menawarkan kepada saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM 

sebidang tanah seluas + 60 are (6000 M2) yang terletak di Lingkungan Mapak, 

Kelurahan Jempong, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (sekarang 

termasuk Wilayah Kota Mataram) dan setelah melihat lokasi tanah tersebut, saksi 

Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM minta dipertemukan dengan pemiliknya. Beberapa 

hari kemudian  para terdakwa bersama dengan saksi MASNUN Alias SENUN mendatangi 

rumah saksi  Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM untuk menerangkan asal usul tanah 

dan memperlihatkan surat kuasa menjual, Berita Acara eksekusi Nomor : 

3/PDT.G/2003/PN Mataram tanggal 31 Agustus 2005 yang dimenangkan oleh I GEDE 

SUJANA, surat pernyataan Inaq Mar dan sertifikat hak milik No. 129 atas nama I GEDE 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 
 

SUJANA sambil para terdakwa mengatakan “pak, tanah ini sudah tidak bersengketa 

dan tanah ini nama sertifikat masih I GEDE SUJANA” setelah melihat sertifikat asli 

dan mendengar penjelasan dari para terdakwa membuat saksi Drs.H.NUR ASIKIN 

AMIN,SH.MBA.MM yakin untuk membeli tanah tersebut sehingga terjadi tawar 

menawar antara para  terdakwa dengan saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM, 

akhirnya kesepakatan harganya adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-are 

sehingga total harganya adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Para 

terdakwa juga bersedia mengurus surat-suratnya ke Notaris sehingga saksi Drs.H.NUR 

ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM semakin yakin terhadap para terdakwa lalu memberikan uang 

muka pembayaran secara bertahap yang disertai kwitansi yaitu : 

- Tanggal 8 Oktober 2012, senilai : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta 

rupiah) yang ditandatangani oleh   HASAN JAYA ; --------------------------------------- 

- Tanggal 12 Oktober 2012, senilai : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang 

ditandatangani oleh HASAN JAYA ; ---------------------------------------------------------- 

- Tanggal 17 Oktober 2012, senilai : Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang 

ditandatangani oleh  HASAN JAYA ; --------------------------------------------------------- 

- Tanggal 23 Oktober 2012, senilai : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 

yang ditandatangani oleh  HASAN JAYA dan H.TOHRI ; ---------------------------------- 

- Tanggal 5 Nopember 2012, senilai : Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) 

yang ditandatangani oleh HASAN JAYA dan H.TOHRI ; ----------------------------------- 

- Tanggal 20 Nopember 2012, senilai : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang 

ditandatangani oleh  HASAN JAYA dan H.TOHRI ; ----------------------------------------- 

Penyerahan uang tersebut bertempat di Kantor Dinas Koperasi Propinsi NTB, Jalan 

Airlangga Kota Mataram, selanjutnya penyerahan uang tanpa kwitansi sebanyak 

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Drs.H.NUR ASIKIN 

AMIN,SH.MBA.MM,  yang disaksikan oleh saksi MASNUN Alias SENUN dan saksi 

PAHRUDIN, sehingga totalnya adalah Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta 

rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 Namun setelah beberapa lama penyerahan uang tersebut, saksi Drs.H.NUR 

ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM. mendapat informasi bahwa tanah tersebut bukan milik dari 

para terdakwa dan dari putusan Mahkamah Agung hak atas tanah tersebut 

dimenangkan oleh INAQ MAR namun para terdakwa tetap ngotot atau bersikeras 

bahwa tanah tersebut adalah milik I GEDE SUJANA dan tidak dalam sengketa, yang 

akhirnya saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM meminta uangnya kembali namun 

para tidak memberikannya dan terdakwa I mengatakan “Pak Haji, diganti tanah lain 

aja, kalau mau tanah milik saya yang berada di belakang Eks Kantor  Bupati Lobar, 

tanah ini belum bersertifikat, nanti sertifikat tanah akan kami urus atas nama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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bapak” mendengar keterangan terdakwa I tersebut, saksi Drs.H.NUR ASIKIN 

AMIN,SH.MBA.MM menyetujuinya dan melihat lokasinya di jalan Sriwijaya Kota 

Mataram  tepatnya di belakang Eks Kantor  Bupati Lobar, seluas 10 are (1000 M2).  

Beberapa hari kemudian para terdakwa mendesak saksi Drs.H.NUR ASIKIN 

AMIN,SH.MBA.MM untuk melunasi sisanya dan mengatakan “Pak haji...proses 

pengurusan persyaratan surat-surat tanah sudah selesai di Notaris, kami tunggu 

sekarang di kantor Notaris” 

ecc9e1ef0c4b71aff84746f0ee9700c36a171a94b6de5e781995a5193e9926bf2dbf68ff00879f01fc3

dadc96bf08fc6de20f13cf9005ac9a789a0ce7040b8cc65bdb11918c7cc6be88f861ff04f0f8d5fb426

a765ae7c6cf166a7a4e90a437d9f52bc6bcd4a44e090a8c4ac591919739040f908afd0af82bfb2e7c3

4f801a74307843c33696d7a8a43ead72826be972006dd330dc01c0f9570bed401f8a9e04f823fb41

787ca6b5e13f0978e347da85d6fac2dae6d805ea4ef18e38fd2bbef869f16ff6bbf1ae9b2de783b5df1

cf896cade736d2dc5beebd5494004a33306c1c1079f5afdacf18f87cf8afc23ade86b72f62752b19ec

c5cc632d0f99194de07192339fc2bf15751fd957f69ff00d9cbc497d178574bf14449248546a1e0f9e

5923b9404ed63e49c8047387008cf205007eb6fecbd6be39b5f819e17ff008591777379e3396179b

50376aa248d9a462a84281caa9507af39e718af55afc3cbff00177ed936d6a63b9b9f8a51c791f308a

ec367fde03349a678dff6c7fb3916b75f146540c771920bb9083e996527a62803f7128afc47ff0084d

bf6d0ff009ebf13bff012e7ff0089a82f7c6ffb648b67fb4dcfc508e1e37325bdd211cf1caa8239a00fd

0aff82977c0b83e2f7ecf17dacc7711daeafe11dfaadb3ccfb5248b6e268b2480095008ea4b2051f7a

bbefd860dd8fd923e1a1be0c271a58c071cecdefb3ff1ddb5f9b1e0bf815fb547ed55e22b3f0df8d6ff

00c61a7f85bcc59af6f3c4ef3c567122f52b1b604b2760aa09c9192a32c3f617c21e14b0f03f84b47f

0e6968d1e9ba559c5656eae72de5c6815727b9c0e4f73401f317ec17e31b2f8a7abfc6bf1df9e67d5

356f16c96e55c8df159431aadaa103b056700f7c57d6d5f891ab78ebe25ff00c13a3f69cf16da68f11
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